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Implementasi pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada
setiap daerah pemilihan (Dapil) di Aceh berdasarkan ketentuan pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3
Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu di Aceh, semenjak Pemilu Tahun 2014
sampai dengan Pemilu Tahun 2024 selalu menuai pro dan kontra, hal ini dikarenakan terdapat
ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi
pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling banyak
100% sesuai dengan jumlah kuris pada setiap Dapil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum pengajuan
bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% pada setiap daerah pemilihan (Dapil)
di Aceh dan solusi untuk mengakhiri polemik tersebut

Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif yang dikenal juga dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Tahap penelitian
dilakukan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa materi Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2008 bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
melanggar asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori serta pola penyelesaian yang
dilakukan oleh KPU dengan dua bentuk yang berbeda. Pada Pemilu Tahun 2014, KPU
memberikan pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak 120% kepada partai
politik lokal dan Partai politik nasional sementara pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024 hanya
diberikan kepada partai politik lokal. Hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan
menciderai rasa keadilan. Disarankan kepada Gubernur dan DPRA untuk : (1) Mengusulkan
perubahan UU No.11 Tahun 2006 kepada Presiden dan DPR melalui anggota DPR dan DPD dari
Aceh guna memasukkan klausul pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK paling banyak
120% pada setiap Dapil atau mengusulkan perubahan materi Pasal 244 UU No.7 Tahun 2017 untuk
diselaraskan dengan ketentuan pasal 17 Qanun Aceh No.3 Tahun 2008. (2) Gubernur dan DPRA
dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan perubahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2008. (3) Partai politik sebagai badan publik yang dirugikan dengan pengajuan bakal 120% dapat
menguji ketentuan pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung.
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